
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WALIKOTA TANJUNGPINANG  
 
 
PERATURAN  WALIKOTA TANJUNGPINANG   

NOMOR  18 TAHUN  2013  
 
 

TENTANG  
 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 4 TAHUN 2013   

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH   

TAHUN ANGGARAN 2013 TENTANG TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI   

NEGERI SIPIL DAERAH  DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  

 KOTA TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2013  
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 
 

WALIKOTA TANJUNGPINANG,  
 
 
 
 

Menimbang:  a.  bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor  

41/PMK.07/2013 tanggal 27 Februari  2013 tentang Pedoman 

Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil  

Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Anggaran 

2013 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada   Dinas  

Pendidikan dan Kebudayaan  Kota   Tanjungpinang Tahun  

Anggaran 2013;  
 

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Tanjungpinang Tahun Anggaran 2013  telah ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang  Nomor 4  Tahun 2013  

tanggal 6 Februari 2013, untuk Tunjangan Profesi Guru Pegawai 

Negeri Sipil di  anggarkan sebesar Rp. 28.160.055.000 (dua  

puluh delapan milyar seratus  enam  puluh juta lima puluh  lima 

ribu rupiah );  



c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf 

a dan huruf b,  dipandang perlu menetapkan   Perubahan atas  

Peraturan Walikota  Nomor 4  tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun  Anggaran 2013 tentang 

Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota  

Tanjungpinang Tahun Anggaran 2013;  
 

Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok  

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  1974  

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  

Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun  1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);  

 
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun    1999 tentang Penyelenggara  

Negara yang Bersih dan Bebas  dari  Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme   (Lembaran Negara   Republik Indonesia Tahun 1999  

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 3851);  

 
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun    2001 tentang Pembentukan    

Kota Tanjungpinang   (Lembaran Negara   Republik Indonesia  

Tahun 2001  Nomor 85, Tambahan  Lembaran Negara Republik  

Indonesia Nomor 4112);  
 
4. Undang-Undang Nomor 17  Tahun   2003  tentang  Keuangan  

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor  
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  

4286);  
 
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik  Indonesia   Tahun 2004  

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4355);  

 
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan  

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran  

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  



7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004   tentang Pemerintahan  
Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2004  
Nomor 125, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indoesia  

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir  
dengan Undang–undang Nomor 12  Tahun 2008  tentang  

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004  

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844);  
 
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan  Daerah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
 

9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen  

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 157, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);  
 
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara  

Republik Indonesia Nomor 5234);  
 

11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012  tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013  

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2012 Nomor 228, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);  
 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);  
 
13. Peraturan  Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005   tentang Dana  

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005  

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575);  
 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56  Tahun 2005 tentang Sistem  

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005  Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4576);  



15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005  Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578);  
 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun  2005 tentang Pedoman   
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 150,  

Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4585);  
 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4609);  
 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun  2006 tentang Laporan  

Keuangan dan Kinerja Instansi  Pemerintah (Lembaran Negara  

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);  

 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71  Tahun  2010   tentang  Standar  

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2010 Nomor 123,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165);  
 
20. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan  

Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;  
 
21. Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  tentang  Pengadaan 

Barang/Jasa  Pemerintah  sebagaimana telah  diubah  dengan 
Peraturan Presiden  Nomor  70  Tahun  2012  tentang  Perubahan  

Kedua  Atas  Peraturan Presiden  Nomor  54  Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;  
 
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia  Nomor  

34/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum  dan Alokasi  
Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada 

Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2012;    
 
23. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun  
2011  tentang  Perubahan  Kedua  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri 

Nomor  13 Tahun 2006 tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan 

Daerah;  



24. Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;  

 
25. Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 54  Tahun 2009 tentang 

tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;  
 
26. Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Produk Hukum  Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);  
 
27. Peraturan Daerah  Kota Tanjungpinang Nomor 4  Tahun 2008 

tentang  Pokok-pokok  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran 

Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2008 Nomor 4);  
 
28. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang  Nomor 5 Tahun 2008 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah  
Kota Tanjungpinang Tahun 2008 Nomor 5);  

 
29. Peraturan Walikota Tanjungpinang  Nomor 25 Tahun  2010 

tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem  dan Prosedur Pengelolaan  

Keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota  
Tanjungpinang Tahun 2010 Nomor 25);  

 
30. Peraturan Walikota Tanjungpinang  Nomor 26 Tahun  2010 

tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem  Akuntansi Pemerintah  

Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun  

2010 Nomor 26);  
 
31. Peraturan Walikota Tanjungpinang  Nomor 27 Tahun  2010 

tentang Pedoman Penatausahaan dan  Penyusunan Laporan 
Pertanggungjawaban Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kota  

Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2010  

Nomor 27);  
 
32. Peraturan Walikota Tanjungpinang  Nomor 28 Tahun  2010 

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tanjungpinang  

(Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2010 Nomor 28);  
 
 
 
 
 
 
MEMUTUSKAN:  

 
 
Menetapkan :  PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 4 TAHUN  

2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013    TENTANG 
TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL  

DAERAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  KOTA 
TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2013  



BAB I  

KETENTUAN UMUM  
 
Pasal 1  

a. Tunjangan Profesi Guru  Pegawai Negeri  Sipil Daerah Tahun Anggaran 2013  

yang selanjutnya disebut Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah  

adalah tunjangan profesi yang diberikan kepada Guru Pegawai Negeri Sipil  

Daerah  yang telah memiliki  sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan  

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
 
b. Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud  

ayat (1) diberikan sebesar 1  (satu) kali gaji pokok Guru Pegawai Negeri  Sipil  

Daerah  yang bersangkutan sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan untuk 1 (satu) Tahun Anggaran 2013, tidak termasuk untuk bulan  

ke-13 (ketiga belas).    
 
 
 
 

BAB II  

PEMBERIAN TUNJANGAN PROFESI GURU  
 

Pasal 2  

Peraturan  Walikota Nomor  4   Tahun 2013    tentang Alokasi Tunjangan Profesi  

Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah  kepada Kota yang  dianggarkan   dalam  

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2013.  
 
 

Pasal 3  
 

a. Anggaran Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun  

Anggaran 2013 untuk kota Tanjungpinang yang semula di anggarkan sebesar  

Rp. 28.160.055.000 (dua puluh delapan milyar seratus enam puluh juta lima 

puluh lima ribu rupiah  )  menjadi  sebesar Rp. 43.116.568.456  (  empat puluh  

tiga milyar seratus enam  belas juta lima ratus enam  puluh delapan ribu  

empat ratus lima puluh enam  rupiah)  berdasarkan   Peraturan   Menteri   

Keuangan   Republik   Indonesia   Nomor 41/ PMK.07/  2013    tanggal    27  

Februari 2013.   
 
b. Tunjangan Profesi Guru sebagaimana dimaksud  huruf a sudah  termasuk 

pajak.  



BAB III  

KETENTUAN PENUTUP  
 
Pasal 3  

 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Walikota  ini dengan penempatannya dalam Berita  Daerah Kota Tanjungpinang.  

 
 

   Ditetapkan di Tanjungpinang  

   pada tanggal   10 Mei 2013                      
 
 

WALIKOTA  TANJUNGPINANG,  
 
 

ttd  
 
 

 LIS DARMANSYAH  

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal  10 Mei 2013                      
 

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
  KOTA TANJUNGPINANG,  

 

ttd  
 
 

     SYAFRIAL EVI. MS  
 
 
 
 
 
 

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2013 NOMOR 18 


